
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah" 
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE 
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code 

 

 

 

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 
NOMOR 360/VI/TAHUN 2025 

TENTANG 

PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR 

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 

 

Menimbang : a. 
 
 
 
 
 
 

b. 

bahwa untuk menyediakan ruang publik bagi 

masyarakat yang nyaman, sehat dan bebas dari 

kendaraan, mendukung upaya pengendalian 

kualitas udara serta dalam rangka mewujudkan 

perilaku sadar lingkungan, perlu diselenggarakan 

Hari Bebas Kendaraan Bermotor; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati; 

 
Mengingat :  1.  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2004  tentang 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4444) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah 
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beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang 
Kabupaten Kepulauan Selayar Di Provinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 7077); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4655); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak 
Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2011 
tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6642); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6642); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6634); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 
Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 
Nomor 129); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : 

 

KESATU 
KEDUA 

 
 
 
 
 

KETIGA 

:  Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. 
: Lokasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor 

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berada di 
Kawasan Lapangan Pemuda Benteng yang meliputi 
Jl. Jend. Sudirman – Jl. Emmi Saelan - Jl. Penghibur 
Jl. R.E. Martadinata dengan Peta Kawasan Jalan 
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini. 

: Waktu pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor 
adalah setiap hari Sabtu pukul pukul 16.00 WITA sampai 
dengan hari Minggu pukul 11.00 WITA. 
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 ̂

 
 
 

 

KEEMPAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KELIMA 

: Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dapat 
dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema: 
a. Lingkungan hidup; 
b. Pariwisata; 
c. Pasar UMKM; 
d. Olahraga; 
e. Seni dan budaya; 
f. Kesehatan; 
g. Layanan perpustakaan mobile; 
h. Sosial dan Pendidikan; 

: Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dapat 
dibatalkan apabila pada Waktu dan Lokasi bersamaan 
dilaksanakan kegiatan/event yang bersifat khusus yang 
berskala nasional/internasional maupun terjadi force 
majure yang diumumkan melalui Surat Edaran Bupati. 

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di Benteng 
pada tanggal 19 Juni 2025 
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 

 

MUHAMMAD NATSIR ALI 
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